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Pada 2021, pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
yang mengatur beberapa perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan, salah satunya kebijakan pgjak atas
natura. Natura yang kini dipotong oleh Pgjak Penghasilan (PPh), dapat menimbulkan kompleksitas antara
pemotongan PPN terhadap natura yang digunakan sebagai pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pajak atas natura setelah diberlakukannya
UU HPP, khususnya dampaknya terhadap pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cumadari naturayang
sudah menjadi objek PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan
data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini meningkatkan beban administrasi perusahaan, risiko
perpindahan lapisan tarif pgak bagi karyawan, serta kompleksitas dalam menentukan objek pajak yang tepat
antara natura, pemakaian sendiri, dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini memberikan rekomendas
kepada pemerintah agar dapat menekankan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada Wajib Pgjak untuk
meminimalkan kesalahan dalam pel aksanaan peraturan baru. Perusahaan juga diharapkan proaktif dalam
memantau informasi perpajakan terbaru dan menjaga komunikas dengan otoritas pgjak guna memastikan
kepatuhan dan kelancaran implementasi kebijakan baru ini.

...... In 2021, the Indonesian government enacted the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law),
which introduced several policy changes in taxation, including the taxation of benefitsin kind. Benefitsin
kind, now subject to Income Tax (PPh), may lead to complexity regarding the application of VAT on
benefitsin kind used for personal consumption and gratuitous gifts. This study aimsto analyze the changes
in taxation policy on benefits in kind following the implementation of the HPP Law, particularly its impact
on personal use and gratuitous gifts of benefitsin kind already subject to VAT. Thisresearch employsa
gualitative approach, collecting data through field studies involving in-depth interviews and literature
reviews. The findings indicate that the policy change increases administrative burdens for companies, risks
of tax bracket shifts for employees, and complexities in determining the correct tax objects among benefits
in kind, personal use, and gratuitous gifts. The study recommends that the government emphasize
continuous socialization and education for taxpayers to minimize errors in implementing the new
regulations. Companies are also encouraged to proactively monitor the latest tax information and maintain
communication with tax authorities to ensure compliance and smooth implementation of the new policy.
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